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Laporan keuangan dalam pemerintah digunakan terutama untuk dapat 
membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan 
anggaran yang telah ditetapkan, untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi 
efektivitas dan efisiensi entitas suatu pelaporan keuangan dan untuk menentukan 
ketaatannya terhadap peraturan undangun-dangan yang berlaku. Dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan 
keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas jika laporan tersebut: andal, 
relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang 
berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab dengan tugas 
yang diserahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola 
organisasi. Kualitas merupakan nilai terhadap output pusat pertanggungjawaban 
sesuatu hal, baik dilihat dari segi yang berwujud dan tidak berwujud (Setyowati, 
dkk, 2016). 
sdPeran laporan keuangan bagi pemerintah yang disajikan oleh setiap 
entitas, pelaporan juga dipergunakan untuk kepentingan: Manajemen, 
akuntabilitas, transparansi. Akuntabilitas diartikan sebagai upaya untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 
kepada pengorganisasian pemerintah untuk pencapaian tujuan yang telah 




informasi keuangan yang berguna untuk suatu perencanaan daerah dan 
pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta untuk memudah kan pengendelian 
yang bersifat efektif dari seluruh asset, ,hutang, dan ekuitas dana. Transparansi 
sendiri dalam laporan keuangan pemerintah untuk dapat menyediakan informasi 
keuangan yang terbuka bagi masyarakat agar dapat menciptakan penyelenggaraan 
pemerintah yang baik. Selain itu juga dapat untuk mengetahui apakah sumber 
daya yang didapatkan dan dipergunakan sudah sesuai dengan ketentuan , termasuk 
kepatuhan yang berpengaruh dengan batas penggunaan anggaran yang sudah 
ditetapkan dalam APBN/APBD (Siwambudi, dkk, 2017). 
Peraturan daerah nomor 23 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan 
daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari UU no 17 tahun 2003. Pada pasal 
95 ayat (1) menyatakan pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah 
daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Salah satu hak 
yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mengenai 
pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 : keuangan daerah 
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatuhan, dan mafaat untuk masyarakat (Perda Kabupaten Pati, 2017). 
Pemerintah daerah perlu untuk menjalankan sistem akuntansi yang baik 
dan dapat mendukung pelaksanaan pemerintahannya. Yang dimaksud sistem 
akuntansi pemerintah adalahs erangkaian prosedur manual maupun yang 
terkomputerisasi mulai dari data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan 




agar dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan dengan sistem akuntansi 
keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah 
tersebut dapat meningkat. Tetapi dalam kenyataan tidak semua pegawai 
memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut (Wati, dkk, 2014). 
Salah satu penyelenggaraan otonomi daerah adalah supaya pembangunan 
didaerah dapat berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Ini merupakan bentuk 
pembenaran atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitik 
beratkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan 
pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan 
terjadinya disparitas dan ketidak seimbangan pelaksanaan pembangunan dipusat 
dan daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke 
pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara memadai. Jadi dengan 
otonomi daerah terkandung maksud untuk memeperbaiki kekeliruan selama ini 
dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih 
besar dan kebebasan untuk mengelola keuangannya sendiri. 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat 
penilaian berupa Opini dari BPK. Pada saat BPK memberikan Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, ini berarti 
dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut 
disajikan dan diungkapkan secara wajar serta berkualitas. Terdapat empat opini 
yang diberikan pemeriksa yaitu opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar 
dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan pernyataan menolak member opini 
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d isdinstansisdpemerintahan,sdsupayasdbisasdmenjawabsdkebutuhansdteorisd isd ala
mnyasdadasdjugasdhalsd–
sdhalsdyangsdbissdadigunakansduntuksdmenjadikansdpemerintahansdbisasdlebihsdefekt
ifsd ansdefisien,sdmulaisddarisdkerjasdsamasd isd alamsdorganisasi.sdJugasd apatsd ijad
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ikansdpembelajaransdtentangsdkekurangasd–
sdkekurangansdyangsdbelumsdadasd isdpemerintahansddansddapatsd ijadikansdbahansd
masukkansddalamsdpenyususnansdlaporansdkeuangansdpemerintahansdyangsdefisi
en. 
3. BagisdPenelitisdSelanjutnya 
Halsdyangsdjugasdbergunasdbagisdpenelitisdselanjutnyasdadalahsdsupayasdbisasd ijadi
kansdsebuahsdrujukansdyangsd apatsdmemberikansdwawasansddansdpenelitisdselanju
tnyasdbisasdmengulassdhalsd–
sdhalsdyangsdberkaitansd emgamsdpemerintahansdbisasdmenjadisdlebihsdbaiksd ansdsu
bjektif. 
  
